
BUPATI LUWU TIMUR

PROVINSI SUL,AWESI SEI,,ATAN

PERATURAN BUPATI LI'WU TIMUR

NOMOR e TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KER,]A PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUI{AN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang
Susunan Organisasi darl Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi
darl Tata Kerja Pemerintah Desa;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahaa Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
427O)-;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tanbahan L,€mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Irmbaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran
Negara Repubtik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undarg Nomor 9 Tahun 2015 tentarg Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lrembaran
Negara Republik Indonesia 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan PeLal<saaaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 t€ntang Desa (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah dengal Peraturan Pemerintah Nomor 47
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Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tent€.ng Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Negsra (Lmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimara
telah diubah dengan Peraturafl Pemerintah Nomor 22
Tahun 2O15 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2O14 tentang Dana Desa
Yarg Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara (lrmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan hmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007
tcntang Manajemen Pendataa.n Profil Desa dar
Kelurahan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 4 Nomor 2O9 1 ) ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedomar Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20941;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3
Tahun 2O15 tentang Desa (I.erEbaian Dacrah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan
tcmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);

12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 1 1).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengar:
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur p€nyelenggara

pemerintah Daerah yalg memimpin pelaksalaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom'

s. buplt aaaurt Bupati Luwu Timur. (1





4. Desa adalah Desa dan Desa Adat, seLanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwena-ng untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dal/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahaa Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Daerah adalah Kabupaten Luwu fimur.
6. Camat adalah pemimpin kecamat€n yang berada di bawah dan

bertarggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan da-n

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintatran Negara
Kesatuar Republik Indonesia,

8. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yalg disebut dengan nama
lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintalan
desa.

9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah
tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.

10. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu
sistem dalam kelembagaa-n dalam pengaturan tugas dan fungsi serta
hubungan kerja.

11. Unsur Staf Perangkat Desa adalah staf yang dapat diangkat Kepala
Desa untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala
Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuanga-n
Deaa.

12. Pelalsana Teknis Pengelol,aan Keuangan Desa yang selanjutnya
disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala
Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

13. Peraturar Desa adalah Peraturan Perunda-ng-undangan yarg
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepalati bersama
BPD .

14. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala
Desa dan bersifat mengatur.

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNCSI

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi

Pasal 2
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibaltu oleh Perangkat Desa.
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Sekretariat Desa;
b. Pelaksana Kewilayahan; dan
c. Pelaksana Teknis.
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan
sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

(1)
(21

(3)

(1)

Pasal 3
Sekretariat Desa sebagaimala dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a
dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat'
Se-kretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak
terdiri atas 3 (tiga) urusan Yaitu :

a. ulusan tata usaha dan umum;
b. urusan keuangan; dan
c. urusan perenc anaan. Qfi
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(3) Selsetariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
terdiri atas 2 (dua) urusar yaitu :

a. urusan umr,lm dan perenca.naan; dan
b. urusan keuangan.

(4) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh
Kepala Urusal,

Pasal 4
(1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21

huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas
kewilayahan.

(2) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut
Kepa.la Dusun atau sebutaa Lain.

(3) Jumlah unsur PeLaksana kewilayahaa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan secara proporsional antsra pelaksana kewilayahan
yartg dibutuhkan dengan kemampuan keuangaa desa aerta
memperhatikan luas wilaya-h keda, kesulitan medan, karal,rteristik,
geogralis, jumtah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana
penunjang tugas.

(4) Tugas kewilayahan sebagaimala dimakeud pada ayat (1) meliputi :

a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
b. pelaksa-naan pembangunan desa;
c. pembinaan kemasyarakatan desa; darl
d. pemberdayaan masya.al<at desa.

(5) Ketentuan lebih laljut mengenai Pelaksana Kewilayahan diatur da.lam
Peraturan Bupati.

Pasal 5
(1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c

merupakan unsur pembartu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas
operasional.

(2) Pelaksara Teknis sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) paling banyak
terdiri atas 3 (tiga) sek6i yaitu :
a. seksi pemerintahan;
b. seksi kesejahteraan; dan
c. seksi petrayanan.

(3) Pelak-a Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikitterdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu :
a. seksi pemerintahan; dan

,,. b.. seksi kesejaltraan dan pelayanan,
14) Seksi sebagaimana dimatsud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

(r)

(2)

Kepala Desa ".urgrj-"r. alt"d 
6

mengangkar unsur st€J 
".Jg:Yg 

dalam Pasal I avat (l) dapat
kemampuan t ,.,.rr"*ijl*l "' angkat Desa sesuai kebutuhan dan
urrsur staf perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiria. bendahara;
D. pengunrs baralp:

s:,;trEfir-ffiIifrH
f :ffi.d?l*-ffi_il*#5#.?,*#***ni:",.i:t?

(3)
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Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 7

(1) Kepaia Desa berkedudukal sebagai Kepala Pemerintah Desa yang
memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :

a. menyelenggarakan Peme rintahan Desa;
b, melaksanakan pembangunan;
c. pembinaan kemasyarakat; dan
d. pemberdayaan masyarakat.

(3) Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) memiliki fungsi :

a. menyelenggarakan Pemerintahan DeBa, seperti tatr' praja
Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah
pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan
up4ya perlindungan masyarakat, adminishasi kependudukan, dan
penataan dan pengelolaa! wilayah;

b. melaksanakan pembangunan, seperti 6rmbangunan sarana
prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan,
kesehatan;

c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan
kewajiban masyarakat, partisipasi masyara.kat, eosial budaya
masJrarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;

d. pemberdayaao maeyarakat, s€perti tugas sosialisasi dan motivasi
masyarakat di bidalg budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup,
pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga serta karang taruna;
dan

e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan
lembaga Lainnya.

Pasal 8

(1) Sekrctaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Selcetariat
Dcsa.

(2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang
administrasi pemerintahan.

(3) Sekretaris desa dalam melal<sanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) mempunyai fungsi:
a. melaksalakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah,

administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
b. melaksanakan urusan umurn seperti penataan administrasi

perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor,
penlapan rapat, pengadministrasian aset, inventa-risasi, perjalanan
dinas, dan pelayalan umum;

c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusal administrasi
keuargan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan
pengeluaran, verifrkasi administrasi keuangan, dan admnistrasi
penghasilan Kepala Desa, perangkat Desa, BpD, dan lembaga
pemerintahan desa lainnya; dan

d. melal<sanakan urusan perencanaan seperti menjrusun rencana
anggaran pendapatan dan beLanja desa, menginventarisir datadalam rangka pembangunan, metakukan monito'ring dan evaluasi
progra_rn, serta penyusunan laporan, !4
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(1)
(21

Pasal 9
(1) Selretaris Desa bertindak selaku koordinator peLaksana teknis

pengelolaan keuangan desa dalam PTPKD.
(2) Koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimala

dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

a. men]rusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;
b. men,'usun Rancangan Pe.aturan Desa tentarg APB Desa,

perubahan APB Desa dan pertanggungiawabaa pelaksanaan APB
Desa;

c, melakukan pengendalian terhadap pelaksanasn kegiatal yartg telah
ditetapkan dalam APB Desa;

d. menyrsun pelaporan dar pertanggungiawaban pelaksanaan APB
Desa; dan

e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti prenerimaan dan
pengeluaran APB Desa.

Pasal 10
Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf selsetariat.
Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan
pelayanan administrasi pendukung pelaksanaart tugas pemerintahan.
Kepala Urusan dalam melal<sanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) mempunyai fungsi:
a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti

meLaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah,
administrasi surat menJrurat, arsip, ekspedisi, penataan
adminiatrasi perangkat deea, prenyediaan prasarana perangkat deea
dan kantor, penyiapal rapat, pengadministrasian aset,
inventarisasi, pefalanan dinas, serta pelayanan umum;

b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti meLaksanakan
urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan,
administrasi sumber pendapat€n dan pengeluaran, verifrkasi
administrasi keuarrgarr, dan administrasi penghasilan Kepala Desa,
Perangkat Desa, BPD, serta lembaga premerintahan desa lainnya;
dan

c. Kepala Urusar Perencsnaan memiliki fungsi mengoordinasikan
urusan perencanaan seperti menlrusun rencana anggaran
pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data dalam rangka
pembangunan, melakukan monitoring da.rr evaluasi program, serta
penyusunal laporan.

Xepala Urus€n bertanggung jawab kepada Kepa.la Desa melalui
Sekretaris Desa.

(3)

(4)

(1)

(21

Pasal 1 1

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sekaligus sebagai
petugas/pengurus aset desa.
Petugas/pengurus aset desa bertugas da.Il bertanggungiawab :

a. mengajukal rencara kebutuhan aset desa;
b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan as€t de6a yaJrg

diperoleh dari beban APB Desa dan perolehan lainnya yang sah
kepada Kepala Desa;

c. melakukan inventarisasi aset desa;
d. mengamarrkan dan mernelihara aset desa yang dikelolanya; dan
e. menyrsun dan menyampaikan laporan aset desa. 

?





Pasal 12(1) Kepala Urusan Keuangan dibantu oleh Unsr:r Staf perargkat Desa
yal<ni Bendahara.

(2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
menerima, menyimpan, menyetorkan/memUayar, menatausahadn,
dan mempertanggungiawabkan penerimaan pendapatan desa dan

, pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan ApB Desa.(3) Bendahara sebagai wajib pungut pajah pengtrasilan (pph) dan pajak
Lainnya, wajib menyetorkan seluruh prenerimaal potongan aan paja*
yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undalgan.

(4) Bendahara wajib melakukar pencatatan setiap penerimaan dan
pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan aecara
tertib.

(5) Bendahara sebagai PPTKD membantu Kepala Desa untuk
melalsalakan pengelolaan keuangan desa.

(6) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) men buku sebagai berikut
a. kas umum;
b. buku kas pembantu paja}; dan
c. buku bank.

(7) Bendahara wajib mempertanggun$awabkan uang melalui laporan
pertanggungiawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala
Desa melalui Kepala Urusan Keuangan dan Sekretaris Desa paling
lambat tanggal 10 bulal berikutnya.

(1)
(2)

Pasal 13
Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas
operasional.
Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas sebagaima-na dimaksud pada
ayat (2) mempunyai fungsi:
a. kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan

manajemen tata praja pemerintahan, menlmsun rancangan regulasi
desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan
ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat,
kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan
dan pengelolaan Prolil Desa;

b. kepala seksi kesejahteraan mempr:n3rai fr:ngsi melaksanalan
pembalgunarr sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang
pendidikan, kesehatan, darl tugaa sosialisasi serta motivasi
masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup,
pemberdayaan keluarga, pemuda, olalrraga, dan karang taruna; dan

c. kepala seksi pelayanal memiliki fungsi melaksanakar penyuluhan
dan motivasi terhadap pelaksanaal hak dan kewajiban masyarakat,
meningkatkan upaya partisipasi masJrarakat, pelestarian nilai sosial
budalra masyarakat, keagamaal, dan ketenagakerjaan.

(3)

Pasal 14
(1) Kepala Seksi sebagai PPIKD bertindak sebagai pelaksana kegiatan

sesuai dengal bidangnya.
(2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (U mempunyai

tugas :

a. merrJrusun rencana pelaksanaan kegiata! yang menjadi
t€nggungiawabnya;

b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga
Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa; !l
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c. melakukan tindakan pengeluaral yang menyebabkan atas beban
anggaran belanja kegiatan ;

d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala

Desa; darr
f. menyiapkar dokumen anggaran atas beban pengeluaran

pelaksanaan kegiatan.

Pasal 15
Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, dan Kepala Seksi
Pelayanan dapat dibantu oleh Unsur Staf Perangkat Desa Lainnya dengan
memperhatjkan beban kerja dan kemampuan keuangan desa,

Pasal 16
(1) Kepaia Kewilayahan atau Kepala Dusun berkedudukan eebagai unsr,rr

satuan tugaa kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam
pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

(2) Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun dalam melaksanakan tugas
sebagaimala dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi:
a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelalsanaan upaya

perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukal, dan penataan
dan pengelolaan wilayah;

b. mengawasi pelaksanaan pembangunal di wilayahnya;
c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan

kemampuan dart kesadaran masyarakat daiam menjaga
lingkungannya; dan

d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam
menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan darr
pembargunan.

BAB III
PEI.IYUSUNAN ORGANISASI TATA KER.JA PEMERINTAH DESA

Pasal 17
Kepala Desa menlrusun rancangan Peraturan Desa tentang Susunar
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan
den8an tingkat perkembangan desa, dengan mengacu pada kebutuhan
dan kemampual keuanga-n desa, potensi dan ketersediaan surnber
daya manusia, dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
Susunan Organisasi dan Tata Kefa Pemerintah Desa tercantum dalam
Lampiran I, lI, IlI, darl IV yang merupakan bagiar yarlg tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati.

(1)

(2)

(3)

Pasal 18
(1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat

(1) paling sedikit memuat ketentuan yang mengatur tentang
pembntukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan strulfirr organisasi
tata keda Pemerintah desa.

(2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat l2l wajib
disosialisasikal kepada masyarakat sebelum disampaikar kepada BPD
untuk mendapatkan persetujuan bersama.

(3) Rancangar Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dibahas bersama antara Kepala Desa dengan BPD sesuai dengan
peraturan tata tertib BPD. 91
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Pasal 19
(U Kepala Desa menyampaikan rancangaa Peraturan Desa tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa kepada Camat
paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal persetujuan bersama antara
Kepala Desa dengan BPD.

(2) Hasil evaluasi diserahkan oleh Camat kepada Kepala Desa paling
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan
Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Camat tidak metakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Deaa
dalam batas waktu yang telah ditetapkar sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), maka rancartgan Peraturan Desa berlaku dengart sendirinya,

(4) Kepala Desa bersama BPD wajib melaksanakan hasil evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Kepa.la Desa dan BPD yang menetapkal rancangan Peraturan Desa
menjadi Peraturan Desa tanpa melaksartakan hasil evaluasi, maka
Camat mengusr.rlkan kepada Bupati untuk membata.lkan Peraturan
Desa tersebut.

BAB IV
WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN, DAN I^ARANGAN

Bagian Kesatu
Kepala Desa

Pasal 20
(1) Kepala Desa dalam melaksanakan nrgas sebaSaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat(2) berwenang :

a. memimpin penyelcnggaraan Pemerintahan Desa;
b. mengalgkat dan memberhentikan Perargkat Desa;
c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangal dan aset desa;
d. menetapkan Peraturan Desa;
e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
f. membina kehidupan masyarakat desa;
g. membina ketentraman dan ketertibar masyara.kat desa;
h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta

mengintegrasikalnya agu mencapai perekonomian skala produktif
untuk sebesa.r-besamya kemalsnuran masyarakat;

i. mengembalgkan sumber pendapatan desa;
j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
k. mengembangkan kehidupar sosial budaya masyarakat desa;
l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
m. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
n. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undargan; dan

o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) berhak :

a. mengusulkan struklrr organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
b. mengajukan ralcangan dan menetapkan Peraturan Desa;
c. menerina penghasilan tetap setiap bulan, tunjalgan, dan

penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat.lmn jaminan
kesehatan;

d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang
dilaksaaakan; dan

e. memberi.kan mandat pelaksartaan tugas dat2 kewajiban lainnya
kepada Perangkat Desa. A
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(3) Kepafa Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasa-l 7 ayat (2) berkewa.iiban :

". -"*"grog' teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasa! Negara Republik Indonesia Tahun 1q45,
serta mempertahankan darr memelihara keutuhar Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka;

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
d. menaati dan menegakkan peratumn perundang-undangan;
e. melaksanakan kehidupar demokrasi dal berkeadilan gender;
f. melaksanalan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel,

traJrsparan, proiesional, efektif dan ehsien, bersih, serta bebas dari
kolusi, korupsi, dan nepotisme;

g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku
kepentingan di desai

h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
i. mengelola keuangan dan aset desa;
j. melaksarakan urusan pemerintaial yang menjadi kewenangan

desa;
k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
[. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
n. memberdayalan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan

lingkungar hidup; dan
p. memberikan informasi kepada masyarakat desa.

(4) Kepala Desa dalam melaksanakan kewenangan, hak, dan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 20 ayat(l), ayat (2) dan ayat (3),
wajib :

a. menyampaikan Lapora-n penyelenggaraaa Pemerintahan Desa setiap
akhir tahun anggaran kepada Bupati;

b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada
akhir masa jabatan kepada Bupati;

c. memberikan lapora-n keterangan penyelenggaraan pemerintahan
secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa s€tiap akhir
tahun anggaran; dan

d. memb€rikan dan/atau menyebaduaskao iniormasi penyelenggaraan
pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap al(hir
tahun anggaran.

(5) Kepala Desa datam melaksalakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) dilarang :

merugikan kepentingan umum;
membuat keputusan yang menguntungkan diri s€ndiri, anggota
keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
menyalahgunakan wewenalg, tugas, hak, daa/atau kewajibannya;
melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau
golongan maayarakat tertentu;
melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat deaai
melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, baralg,
dar/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusar
atau tindakan yang akan dilakukannya;
menjadi Srengurus partai politik;
menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
merangkap jabatarr sebagai ketua dan/atau anggota Badan
Permusyawaratan Desa, anggota Dewan perwa-kilar Rakyat
Republik Indonesia, Dewan perwakilan Daerah Republik Indoneiia,
Dewan Perwakila.n Daerah provinsi atau Dewan perwakilan R ky"q

a,
b.

c
d

f.

c.
h.
i.
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u. i""".,iiai*.*; tesejatrteraan masyarakat desa;

J. -.-.U-fr"." ttttentrarnan dan ketertiban m'as5'arakat desa;

l. ;;;ti d". -"negakkan peraturan perundang-undangan;

.. -.iJ".t"f..t kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel'
ransparan, proiesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari
kolusi, korupsi, dan nePotisme;

g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku
kepentingan di desa;

h. menyelenggaralan administrasi Pemerintehan Desa yang baiki
i. mengelola keuangan daJI aset desa;
j. melalcsalakart urusan pemerintahan yang menjadi kewenalgan

desa;
k. menyelesaikal perselisihan masyarakat di desa;
l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
n. memberdayalan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan

lingkungan hidup; dan
p. memberikan informasi kepada masyarakat desa. {

(1)

(2)
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(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud da.ta Pasal2 ayat 12) dilarang :

a. merugikan kepentingan umum;
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota

keluarga, pihat lain, dan/at.au golongatr tertentu;
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau

goiongar masyarakat tertentu;
e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyara_kat desa;
f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,

dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan
atau tindakan yang akan dilalrukannya;

g. menjadi pengurus partai politik;
h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlaralg;
i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan

Perousyawa.ratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rat<yat
Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,
Dewan Perwakilan Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undalgan;

j. ikut serta dar/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum
dar/atau pemilihan kepala daerah;

k. meLaaggar sumpah/janji jabatan; dan
1. meninggalkan tugas selama 30 (tiga putuh) hari kerja berturut-turut

tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga
Unsur Staf Perangkat Desa

Pasal 23
(i) Unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1) berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjargan, dan
penerimaan lainnya yalg sah, serta mendapatlen jaminan kesehatan.

(2) Unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
{1) dilarang :
a. merugikaa kepentingan umum;
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota

keluarga, pihak lain, dan/ atau golongan tertentu;
c, menyalahgunakan tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dar/atau

golongan masya.rakat tertentu;
e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
f. melakukan kolusi, korupsi, dal nepotisme, menerima uang, barang,

dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan
atau tindakan yang akarr dilakukannya;

g. menjadi pengurus partai politik;
h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
i. ikut serta dar/atau terlibat dalam kampalye pemilihan umum

dan/ atau pemilihan kepala daerah;
j. melanggar sumpah/janji jabatan; daJI
k. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut

tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungiawabken- ql
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BAB tV
TATA KERJA

Paae124
Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat l2l bertalggunglawab memimpin, mengkoordinir dan
memberikan bimbingan serta petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan
tugasnya.

BAE} V
HARI DAN JAM KER.IA

Pasal 25
Hari ke{a Kantor Desa adalah 5 (lima) hari ke{a dalam satu minggu yaitu
hari Senin sampai dengan hari Jumat.

Pasal 26
Jumlah jam kerja efcktif da.larn pela-ksanaan 5 (lima) hari kcrja dalam satu
minggu adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima)jam.

Pasal 27
(1) Jam ke{a dalam pelaksanaan 5 (lima} hari kerja ditet^nkan sebagai

berikut :

a. hari Senin sampai dengarl hari Kamis Pukul O7.3O- 16.00 Wita;
istirahat siang Pukul 12.O0-13.OO Wita;

b. had Jumat Pukul 07.30-16.30 Wita; dan
istirahat siang Pukul 11.30-13.00 Wita.

(2) Pelaksanaan absensi perangkat desa dilal<ukan 4 (empat) kati dalam 1

(satu) hari yaitu :
a. absensi pertama masuk ke{a pagi Pukul 07.3O Wita;
b. absensi kedua istirahat siang Pukul 12.OO Wita;
c. absensi ketiga masuk siang Pukul 13.OO Wita;
d. absensi keempat pulang kerja Pukul 16.00 Wita;
e. absensi kedua pada hari Jumat Pukut 11.30 Wita; dan
f. absensi keempat pada hari Jumat PuLul 16.30 Wita.

Pasal 28
(1) Upacara dan Olah Raga/Senam dilaksanakan pada :

a. upacara bendera hari Senin dilalsanakar Pukul O7.3O Wita; dan
b. olah raga/senam dilaksanakan hari Jumat Pukui 07.30 Wita.

(2) Penandatanganan Daftar Hadir dapat dilakukan 15 menit sebelum
mulai jarn kelja dan I 5 menit sebelum berakhimya jam kerja yang telah
ditentukan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29
(U Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan yang

meliputi :

a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan kabupaten
yang dilaksanakan oleh desa;

b. memberikan pedoman penl rsunan Peraturan Desa darl Peraturan
Kepala Desa;

c. memberikan pedomar penyusunan perencanaan pembangunan
partisipatif;

d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;qf;
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I,AMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LIJWU TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

TYPE C
2 KAUR DAN 3 KASI

ll

5TEI.4PEL PARAF i(Cul<JiirAsr

|..:'
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BUPATI LUWU TIMUR,
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SEKRETARIAT
DESA

KASIKASI KASI
PELAYANAN
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KEWIT"AYAHAN/
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. THORIG HUSLER
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LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KER.'A PEMERINTAH DESA

TYPE D
2 KAUR DAN 2 KASI
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